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ABSTRAK

Judul Skripsi :Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik
dan Sehat Di Kota Palembang

Nama : Satria Ranugumbolo
Nim : 02121001037

Skripsi berjudul Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang
Baik dan Sehat Di Kota Palembang mengkaji permasalahan mengenai bagaimana
standar mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat; realisasi pemenuhan hak
masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Palembang. Penelitian
hukum ini bersifat yuridis empiris, dimana sebagian data didapatkan dengan
mengindentifikasi Peraturan Perundang-Undangan dan bahan kepustakaan lainnya.
Selanjutnya melakukan penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan
pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang. Berdasarkan data dapat ditarik
kesimpulan, standar mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat belum terdapat
di dalam Undang — Undang baik yang menyebutkan definisi secara tersurat maupun
secara tersirat; realisasi mengenai pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat sebenarnya sudah berjalan namun belum begitu optimal, terlihat
dari program — program, upaya dan kebijakan yang telah dijalankan atau yang telah

diambil, dimana sebagian dari hal tersebut sudah dijalankan dan mendapatkan hasil.

Kata Kunci : realisasi, Lingkungan hidup yang baik dan sehat, standar, pemenuhan
hak

Xi



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis berisi nilai-nilai, prinsip-
prinsip, dan ide-ide yang disepakati bersama sebagai sumber referensi hukum yang
tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan suatu negara. Semua peraturan
Perundang-undangan mulai dari Undang-Undang sampai ke peraturan yang terendah
harus mengacu dan merupakan penjabaran operasional dari ide-ide normatif-
konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945. Tidak boleh ada peraturan yang

lebih rendah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.*

Ada dua hal penting yang diadopsikan ke dalam gagasan UUD 1945 tentang
kekuasaan pasca Perubahan Keempat pada 2002, yaitu: (i) penegasan mengenai
konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, dan (ii) peningkatan status lingkungan hidup
dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

Adapun yang kedua dapat dilihat dalam rumusan Pasal 28H Ayat (1).

Ketentuan mengenai Lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 28H Ayat

(1). Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan

! Jimly Asshiddigie, Undang Undang Dasar 1945:Konstitusi Kemajemukan
Berbangsa dan Bernegara, Makalah yang disampaikan pada rangka Gus Dur Memorial
Lecture yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP),
Jakarta 2011.

2 Jimly Asshiddigie, Green Constitusion: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, him 79.



kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia karena itu Undang-Undang Dasar
1945 jelas sangat pro lingkungan hidup. Dengan ketentuan Pasal 28H Ayat (1) UUD
1945 tersebut, berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi

menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi.®

Meskipun Undang Undang Dasar 1945 telah mengalami empat Kkali
amandemen, tetapi masih sedikit pihak yang memiliki perhatian terhadap kajian

konstitusi yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, penting dipahami tujuan
hukum dan fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Menurut Mochtar
Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan atau sarana
pembangunan didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau
peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana
pembangunan dalam arti penyaluran arah kegiatan manusia yang ke arah yang
dikehendaki oleh pembangunan.’

Perwujudan hukum sebagai sarana pembangunan muncul dalam bentuk
peraturan Perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang kehidupan. Salah
satunya adalah pengaturan mengenai lingkungan hidup. Undang-Undang No 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan
hukum positif yang mengatur pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup di

Indonesia.’

* 1bid, him 90.
* Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him 20.
® Ibid, hlm 22.



Berdasarkan konsideran menimbang huruf ¢, filosofi UU-PPLH,
pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.®

Jika dilihat demikian seharusnya negara dalam hal ini pemerintah harus
memenuhi hak masyarakat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28H Ayat (1) yang
berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”.’

Selain itu di dalam Pasal 3 huruf g Undang Undang No 32 Tahun 2009
tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bebunyi “menjamin
pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manusia”

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk
mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah bagaimana agar
kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian, tidak dapat
dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.®

Dengan demikian, lingkungan dan pembangunan yang terdapat di negara-
negara maju dan negara-negara berkembang mempunyai perbedaan dari sudut
pandangnya. Jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan

terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau

® Ibid
" Undang Undang Dasar 1945
¢ Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, him. 38.



pencemaran lingkungan yang dipermasalahkan sekarang, karena manusia percaya dan
yakin pada kemampuan sistem alam untuk menanggulanginya secara alamiah (life
sustaining system).’

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum
yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan
subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan
lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat
pemanfaatan sumber daya alam.™

Menurut Siti Sundari Rangkuti, mengikuti pendapat A.V.Van Den Berg,
bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berhadapan dengan hukum sebagai
sarana kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-

bagian hukum lingkungan yaitu;**

1. Hukum Bencana (Rampenrecht);

2. Hukum Kesehatan Lingkungan (Milieuhygienerecht);

3. Hukum tentang Sumber Daya Alam atau Konservasi (Recht betreffende
natuurlijke rijkdommen);

4. Hukum Tata Ruang (Recht betreffende de verdeling van het
ruimtegebruik);

5. Hukum Perlindungan (Milieubeschermingsrecht).

® M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan
Indonesia, Alumni, Bandung, 2001, him. 6.

1% Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, , Rajawali Pers, Jakarta, 2014, him. 26.

' Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan
Lingkungan hidup, Refika Aditama, Bandung, 2008 him, 10.



Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan
pembangunan, di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar
dengan tingkat pertambahan yang tinggi, di lain pihak sumber daya alam adalah
terbatas. Umat manusia mempunyai kapasitas untuk menjadikan pembangunan
berkelanjutan. Yang dimaksud dengan pembangunan yang berkelanjutan adalah
pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan

kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya.*?

Kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan pun terjadi di Kota
Palembang, yang sering terjadi antara lain permasalahan kabut asap. Pada setiap
musim kemarau di wilayah Kota Palembang serta beberapa Kabupaten lainnya di
Sumatera Selatan tidak pernah berhenti "menghantui” masyarakat daerah setempat.
Permasalahan kabut asap di Palembang terjadi karena kebakaran lahan gambut di

pesisir timur Sumatera Selatan atau Tenggara Palembang.*®

Konstitusi bersifat general dan abstrak tidak boleh konkrit dan eksplisit
sehingga memerlukan peraturan Perundangan sebagai pelaksananya dalam hal ini
Undang-Undang. Meskipun sudah ada peraturan pelaksana dari amanat konstitusi
tersebut namun realisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup menurut Pasal 28H
Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di Kota Palembang tetap perlu dikaji lebih

lanjut.

12 Ibid, him 51.
13 http://www.antarasumsel.com/berita/289078/jangan-biarkan-kabut-asap-menghantui-setiap-

kemarau, diakses tanggal 28April 2016.


http://www.antarasumsel.com/berita/289078/jangan-biarkan-kabut-asap-menghantui-setiap-kemarau
http://www.antarasumsel.com/berita/289078/jangan-biarkan-kabut-asap-menghantui-setiap-kemarau

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi
yang berjudul : “REALISASI PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN

HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI KOTA PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana standar mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat?
2. Bagaimana realisasi pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat di Kota Palembang?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan membahas standar lingkungan yang baik dan sehat.
2. Untuk mengetahui dan membahas realisasi pemenuhan hak masyarakat
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Palembang.
D. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penulisan ini dibatasi kepada standar lingkungan yang baik
dan sehat dan realisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di
Kota Palembang.
E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Manfaat yang didapat melalui penelitian ini adalah mengetahui
standar tentang lingkungan yang baik dan sehat.
b. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat membantu memahami
tentang realisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat.



2. Manfaat Praktis
Dapat digunakan sebagai saran atau rekomendasi kepada pembuat
Undang-Undang (legal drafter) dan pembuat kebijakan publik serta
memperluas pengetahuan tentang hak atas lingkungan yang baik dan
sehat.
F. Kerangka Teori
1. Teori Hak Atas Lingkungan

Pengembangan hukum lingkungan berdasarkan teori hak dipengaruhi
oleh filsafat moral dan etika. Aliran filsafat ini menganggap perbuatan
yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan
perbuatan jahat (evils) sehingga masyarakat atau negara wajib untuk
menghukum perbuatan semacam itu. **

Teori hak ini juga mencakup dua aliran pemikiran, yaitu libertarianisme di
satu sisi dan aliran pemikiran tentang hak-hak hewan (animal right) di sisi lain.
Libertarianisme menolak argumen dari teori pendekatan ekonomi yang
menganggap pencemaran dan perusakan lingkungan sekadar sebagai masalah
ketikdakefisienan dan ketidakadilan distribusi sumber daya alam, tetapi
libertarianisme secara tegas menganggap perbuatan mencemari dan merusak
lingkungan merupakan bentuk pelanggaran hak-hak pribadi dan hak-hak
kebendaan. Oleh karena itu menurut libertarianisme, hukum lingkungan harus

mewajibkan para pelaku usaha untuk terus menerus meminimalisasi tingkat

4 Takdir Rahmadi, Op.Cit, him. 35.



pencemaran atau perusakan lingkungan dan kemudian meniadakan sama sekali
pencemaran dan perusakan Iingkungan.15
2. Teori Hak Asasi Manusia
Sudah cukup jelas bahwa hak asasi manusia (human rights) seperti yang kita
kenal, pada mulanya adalah mahzab hukum kodrati. seperti telah kita lihat
pada Bab 1, Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Deklarasi Hak-Hak Manusia
dan Warganegara Perancis, keduanya bermula dari teori hak kodrati.*®
Sepanjang abad 17, pandangan hukum kodrati model Grotius terus
disempurnakan dan pada akhirnya berubah menjadi teori hak kodrati. melalui
teori ini hak-hak individu yang subjektif diakui. Yang terkemukan diantara para
pendukung doktrin hak kodrati ini adalah John Locke, Locke berargumentasi
bahwa semua individu dikaruniai oleh alam, hak inheren atas kehidupan,

kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat

dipindahkan atau dicabut oleh negara. o

3. Teori Pertanggungjawaban Negara
R. Kranenburg dan W.G. Vegting, dalam bukunya berjudul “inleiding
in het Nederland Administratief Recht”, menyatakan bahwa teori
pertanggungjawaban negara atau teori tanggung-gugat pemerintah
(government liability). Tanggung-gugat negara berkaitan dengan

penggunaan wewenang pemerintahan dalam fungsi pelayanan publik

15 hi
Ibid
18 Scott Davidson, Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan
Internasional, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta , 2008, him 36
" Ibid, him 37



(public service). Dalam melakukan fungsi pelayanan publik itu, mungkin
saja pemerintah merugikan masyarakat. Kerugian masyarakat dapat
terjadi karena cacat dalam penggunaan wewenang atau berkaitan dengan

perilaku baik selaku aparat maupun pribadi.*®

Menurut Hukum Administrasi di Perancis, ada dua jenis kesalahan
aparat dalam pelayanan publik (public service), yaitu: kesalahan pribadi
dan kesalahan jabatan. Kesalahan pribadi apabila kesalahan itu karena
tindakan aparat atau pegawai negeri secara pribadi, sehingga pegawai itu
yang bertanggung-gugat kepada pihak ketiga.*® Kesalahan jabatan apabila
kesalahan dilakukan dalam melaksanakan jabatan baik karena perintah

Undang-Undang maupun perintah atasan.?

Disamping itu, Philipus M. Hadjon membuat perbandingan antara
tanggung-gugat jabatan dan tanggung-gugat pribadi dari dua aspek,
masing-masing bagi tanggung-gugat jabatan, karena sahnya jabatan
berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintah. Sebaliknya
tanggung gugat pribadi, karena kelalaian pejabat secara pribadi berkenaan
dengan hukum administrasi atau maladministrasi, yang dari segi

etimologis berarti “pelayanan yang j elek”.?

4. Teori Nilai Kebijakan Publik

8 | Dewa Gede Atmadja dkk, Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum, Setara Press,
Malang, 2015, him. 109

9 1bid.

2% Ibid, him 110

2! |bid, him 113.
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Teori nilai kebijakan publik (the public values) menjelaskan, bahwa
pertukaran pandangan atau musyawarah mufakat (deliberative process) di
antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dapat menjadi
dasar bagi pembuatan keputusan yang rasional. Pertukaran pandangan
dilandasi oleh sifat keterbukaan pemikiran (opennes of mind), kejujuran
(honesty), kesediaan untuk mendengar kritik, dan penghargaan atas
pandangan-pandangan pihak yang berbeda menjadi dasar pengambilan
keputusan bersama (collective choice). Menurut nilai kebijakan publik,
wakil-wakil dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses legislasi
harus mampu mengatasi benturan kepentingan dengan cara menempatkan
kepentingan bersama (public goods) di atas kepentingan konstituen

mereka.?

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan fakta di lapangan.?
2. Pendekatan Penelitian
1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari

22 Takdir Rahmadi, Op.Cit, him 44.
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
2007, him.51.
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telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang
dihadapi®*

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu
hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-
pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asa hukum yang
relevan dengan isu yang dihadapi.?

3. Pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach)
Dalam pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan kajian
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang
telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.”®

3. Jenis Data

a. Data Primer
Data Primer diperolen melalui observasi di Kota Palembang dan
wawancara langsung kepada pihak — pihak yang berkaitan dengan
permasalahan ini untuk memperoleh data yang akurat, dalam hal ini
pihak yang menjadi tujuan wawancara adalah Badan Lingkungan

Hidup Kota Palembang.

24 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, him.93.
25 H

Ibid, him 95
% Ibid, him 119.
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b. Data Sekunder
Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.”’
Yang terdiri atas :
i. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum
primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan dan putusan

hakim.? Adapun bahan-nahan hukum primer yang berkaitan

dengan masalah yang dibahas berupa:

a. Undang Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ii. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

2T Aminudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
him. 30
28 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, him.141.
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Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah
hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.?
4. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini akan dilakukan di Kota Palembang sebagai lokasi
penelitian. Karena peneliti atau penulis melihat bahwa Kota Palembang
memiliki permasalahan lingkungan hidup yang cukup serius.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Lapangan
Studi yang dilakukan langsung di tempat penelitian untuk
memperoleh data yang menunjang penelitian dan berkaitan dengan
masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan dengan cara :
1. Observasi
Observasi dilakukan di Kota Palembang.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan pihak Badan Lingkungan Hidup

Daerah Kota Palembang.

b. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier.*

2 7ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him.106



14

6. Teknik Analisis Data
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian
bersifat deskriptif analitis, analitis data dipergunakan adalah pendekatan

kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.*

7. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik induktif
yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang
sifatnya khusus yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu

ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya umum.

%0 Aminudin dan Zainal Asikin, Op.Cit, him.106.
31 Zainuddin Ali,Op.Cit him. 107.
% Ibid.
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